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KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 132% [DinsosPEtl/IIl/2022

TENTANG _
PENETAPAN PESERTA BARU DAN PERUBAHAN DATA
PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (PBI APBD)
KABUPATEN BANTUL BULAN MARET TAHUN 2022

KEPALA DINAS SOSIAL,

Menimbang : a. bahwa pengembangan Sistem Jaminan Sosial bagi
seluruh masyarakat dan pemberdayaan
masyarakat yang lemah serta tidak mampu sesuai
dengan martabat kemanusiaan merupakan urusan
wajib Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna
yang optimal dalam meningkatkan taraf kesehatan
masyarakat melalui upaya pemeliharaan
kesehatan perlu penetapan yang tepat sasaran
sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (PBI APBD) yang
di integrasikan ke Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN );

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Bantul tentang Peserta Integrasi PBI
APBD Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 pasal 28 H ayat 1 : Setiap orang berhak
hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,
dan mendaptkan lingkungan hidup yang baik dan
schat serta berhak memperoleh pelayanan
kesehatan;

2. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 pasal 28 H ayat 3 : Setiap orang berhak
atas jaminan sosial yang memungkinkan
pengembangan dirinya secara utuh sebagai
manusia yang bermartabat;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita
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Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4456);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-undang No.24 Tahun 2011 Tentang Badan
penyelenggara Jaminan Sosial , Pasal 1 ayat 4 :
Peserta adalah setiap orang termasuk orang asing
yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di
Indonesia, yang membayar iuran;

Undang-undang No.24 Tahun 2011 Tentang Badan
penyelenggara Jaminan Sosial , Pasal 14 : Setiap
orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam)
bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program
jaminan sosial;

Undang-undang No.24 Tahun 2011 Tentang Badan
penyelenggara Jaminan Sosial , Pasal 18 ayat 1 :
Pemerintah mendaftarkan penerima bantuan iuran
dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada
BPJS;

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor a8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012
tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2372);

. Peraturan Presiden RI no. 64 tahun 2020 tentang

Perubahan Kedua Atas Perzturan Presiden Nomor
82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan

. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 47 Tahun 2021 tentang Jaminan Kesehatan
Semesta;

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4
Tahun 2020 tentang Pendampingan Pembiayaan



Menetapken

PERTAMA
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. Peraturan Bupati Bantul Nemor 116 Tahun 2020

kesehatan;

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerzh
Kabupaten Baniul Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Pendampingan Pembiavaan kesehatan:

. Kesepakatan bersama antara Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Ulama
Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Bantul,
Nomor 56/‘?2&;’1&{!2{321 dan Nomor: 325/KTR/Vi-
08/1221 tentang KEPESERTAAN PROi TRAM
JAMINAN KE SEhATAi { NASIONAL BAGI
PENDUDUK PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH
DAN BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN -

Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul
Tentang Penetapan Peserta Baru dan Perubahan
peserta Penerima Banwuan luran  Anggaren
Pendapatan can Belanja Daerah (PB! APBD
Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Jumlah Penerima Banwan Iuran Angearan
Pendapatan dar Belanja Daerah (PBI APRD] he
Jaminan Keschatan Nasional { JKN | Kabupaten
Bantul Tahur 2022 sebagaimana tersebut pada
dictum PERTAMA sejumliah 56.311 (Lima Puluh
Enam Tiga Ratus Sebelas) jiwa dengan rinciar
sebagai berikut :

a. Peserta baru sebanyak 349 jiwa sebagaimansa
tersebutl dalam lampiran I
b. Peserta exsting se b' ;
beoaga,. ang tersebut dal

55.962 iwa 1
lampiran [i

Segala biava vang timbul akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Bantul Tahun 2022, ‘

Pada saat Keputusan ini berlaku, maka Keputusan
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul Nomor 097

¥
/

/ DinsosBtl /{i / 2022 Tentang Penambpahan

Peserta Integrasi Penerima Banman luran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PBI
APBD) ke Jaminan Kesehatan Nasional (JEN)
Kabupaten Bantul Tahun 2022 dicabui dan

dinyatakan tidak berlaku.



KELIMA

Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul
ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tangg 4 Maret 2022

L

toso,S.Sos,M.H

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth . :

D00 0N B Gl e

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

Ka. Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta;

Ka. Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;

Ka. Biro Kesra Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;

Ka. UPTD BAPEL JAMKESOS Daerah Istimewa Yogyakarta;
Ketua DPRD Kabupaten Bantul;

Ketua TKPK Kabupaten Bantul;

Inspektur Inspektorat Kabupaten Bantul;

. Ka. BAPPEDA Kabupaten Bantul;

10. Ka. Dinas Keschatan Kabupaten Bantul;
11. Ka. BPJS Kesehatan Kabupaten Bantul;
12. Ka. UPT Jamkesda Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya



